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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata berdasarkan perspektif 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang 

Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah  memiliki kewenangan 

dalam hal menyusun segala rencana pengembangan desa wisata, melakukan 

sebuah pengelolaan serta pemeliharaan terhadap seluruh sarana dan 

prasarana yang menunjang kemajuan desa wisata, mengelola keuangan desa 

wisata, mengembangkan potensi wisata yang ada di wilayah desa wisata 

salah satunya dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada pengelola 

desa wisata, memfasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal guna 

pelaksanaan program pemberdayaan desa wisata, dan melakukan 

pembatasan usaha pariwisata yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai 

budaya masyarakat desa setempat. Selain itu pula pemerintah desa wisata 

bila dikaitkan dengan kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan 

desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

memiliki wewenang juga dalam hal membentuk, mengangkat dan 

memberhentikan perangkat desa yang akan mengelola desa wisata, 

memiliki kuasa untuk mengelola keuangan desa wisata, memberikan 

pembinaan terhadap pengelola desa wisata guna mendorong kemajuan desa 
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wisata sehingga dapat membentuk sebuah program pariwisata yang tepat 

guna serta selaras dengan mempertahankan nilai adat istiadat yang masih 

dipegang oleh masyarakat setempat. Akan tetapi dalam penerapannya di 

Desa Wisata Candirejo Magelang pemerintah desa dalam hal ini kepala desa 

melimpahkan sebagian kewenangannya ini untuk dijalankan oleh pengelola 

desa wisata yakni BUMDES yang terwujudnyatakan dalam bentuk 

Koperasi Desa Wisata. Keberadaan koperasi desa wisata sebagai pengelola 

Desa Wisata Candirejo Magelang telah diatur sedari awal dikeluarkannya 

SK pendiriannya dan dipertegas melalui Peraturan Desa Candirejo 

Magelang No. 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa 

Wisata Candirejo, Borobudur Kabupaten Magelang.  Akan tetapi dalam hal 

wewenang apa saja yang telah dilimpahkan dan menjadi kewenangan dari 

pengelola desa wisata itu sendiri belum tertuang dalam peraturan desa 

secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum mengikat. 

2. Pengelolaan desa wisata yang diterapkan di Desa Wisata Candirejo 

Magelang dapat diketahui dilakukan dengan tata kelola kelembagaan yang 

formal dan profesional yang terwujud melalui BUMDES maupun Koperasi 

dengan turut melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta 

Pokdarwis. Guna membangun suatu kolaborasi yang baik di antara 

BUMDES serta Pokdarwis sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam 

mengelola Desa Wisata Candirejo Magelang maka pemerintahan desa perlu 

menyelaraskan terkait tugas, pokok dan fungsi dari masing-masing lembaga 

ini untuk selanjutnya dirumuskan suatu kebijakan yang menguntungkan dan 
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tidak bertentang di masing-masing pihaknya. Adapun peran pemerintah 

desa dalam membentuk suatu kebijakan dimulai dengan mengambil peranan 

sebagai pemimpin, pengkoordinasi, dan pemberi solusi dalam lingkup 

pengelolaan desa wisata. Hingga akhirnya seorang kepala desa juga dapat 

membentuk suatu kejelasan mengenai kewenangan regulasi secara tegas di 

antara lembaga BUMDES dan Pokdarwis setelah diperolehnya kesepakatan 

dari hasil musyawarah yang dilakukan di antara kedua lembaga ini di dalam 

lingkup pengembangan desa wisata. Adapun di Desa Wisata Candirejo 

Magelang dapat diketahui bahwa hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh 

kepala desa menegaskan bahwa BUMDES sebagai lembaga yang menaungi 

berbagai macam kegiatan usaha termasuk pariwisata, sementara Pokdarwis 

menjadi lembaga penggerak dari pariwisata itu sendiri. Sehingga di antara 

keduanya harus membangun hubungan yang bersinergi guna mengurangi 

munculnya persoalan egoisme sektoral. Justru diharapkan dari kolaborasi 

yang terbangun di antara kedua lembaga ini pada akhirnya meningkatkan 

efisiensi operasional dalam pembangunan dan pemberdayaan desa wisata. 

Namun timbul kelemahan di dalam perumusan kebijakan ini dimana tidak 

dikeluarkannya suatu aturan hukum secara tertulis seperti melalui peraturan 

desa yang dibuat oleh kepal desa itu sendiri guna menguatkan segala hasil 

kebijakan yang telah dirumuskan secara bersama tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan 

mengenai peran pemerintah desa dalam mengelola desa wisata Candirejo 
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Magelang melalui kolaborasi antara Pokdarwis dan BUMDES berdasarkan 

perspektif Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Berkaitan dengan pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh 

kepala desa wisata kepada pengelola desa wisata di Desa Wisata Candirejo 

Magelang hendaknya dibuatkan suatu aturan hukum tertulis melalui 

peraturan pemerintah desa guna memberikan kepastian dan kekuatan 

hukum sehingga tidak terjadinya suatu persoalan dalam mengelola desa 

wisata antara kepala desa wisata dengan pengelola desa wisata. Selain itu 

mengingat akan Peraturan Desa Candirejo Magelang No. 3 Tahun 2003 

Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata Candirejo, 

Borobudur Kabupaten Magelang yang terlampau sudah terlalu lama 

sehingga tidak lagi sesuai dengan aturan-aturan hukum yang baru berkaitan 

dengan pengelolaan desa wisata, hendaknya dilakukan suatu pembaharuan 

aturan yang mana peraturan desa itu dapat disesuaikan dan 

diharmonisasikan baik dengan Undang-Undang Desa, Kepariwisataan, 

Peraturan Pemerintah terkait BUMDES, hingga Peraturan Daerah 

Kabupaten Jawa Tengah terkait desa wisata itu sendiri. 

2. Desa Wisata Candirejo Magelang hendaknya memisahkan dan 

mempertegas terkait pengelola desa wisata itu akan menjadi urusan 

BUMDES ataukah Koperasi Desa Wisata. Karena terdapat suatu anomali 

apabila disebutkan bahwasanya pengelola desa wisata di Candirejo 

Magelang adalah BUMDES yang diwujudkannyatakan dalam bentuk 
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Koperasi Desa Wisata. Sebab pada kenyataan kedua lembaga ini memiliki 

perbedaan pengaturan terlebih dalam hal sumber pendanaannya. Selain itu, 

pemerintah desa juga harus memahami lebih dalam terkait kelembagaan-

kelembagaan desa wisata serta mengambil peran dalam perumusan dan 

penetapan suatu aturan hukum baru di desanya. Sehingga semakin adanya 

ketegasan hukum mengenai tugas, fungsi, peran, maupun hubungan 

kerjasama yang dapat terjalin di masing-masing lembaga yang ikut 

mengelola desa wisata seperti BUMDES dan Pokdarwis guna menghindari 

terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga yang 

berujung menimbulkan sebuah egoisme sektoral yang dapat menghambat 

perkembangan desa wisata. 
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